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Lampiran III 

Pedoman & Hasil Wawancara 

 

Nama   : Siti Amanah 

Jabatan/instansi : Pengadministrasian Umum BPN Kabupaten Banjarnegara 

Hari/Tanggal  : Rabu 31 Mei 2023 

Pukul   : 10.45 – 11.45 WIB 

1. Pertanyaan: 

Bagaimana kondisi Pertanahan di Kabupaten Banjarnegara? Dalam Kurun waktu 10 

tahun terakhir apakah terdapat daerah konflik agraria di Kabupaten Banjarnegara? 

Jawaban: 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak ada konflik yang berarti, aman baik secara 

kondisi masyarakatnya stabil termasuk juga pada kegiatan Redistribusi Tanah yang 

berasal dari HGU Kecamatan Punggelan, alhamdulillah lancar secara umum. Jadi itu 

merupakan bukan (kasus) akan tetapi (kegiatan) pelaksanaan Redistribusi Tanah, kalau 

kasus kan ada semacam masalah ya, kalau ini bukan. Yaitu pelaksanaan Redistribusi 

Tanah yang secara umum bisa dilaksanakan dengan aman, sukses sampai titik terbitnya 

sertifikat. 

2. Pertanyaan: 

Apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara mengetahui adanya permasalahan 

agraria di Kecamatan Punggelan? Jika iya bisa dijelaskan kronologis awal kasusnya, 

kenapa permasalahan tersebut dapat terjadi? 

Jawaban: 

Kami melihat dan mendengar kondisi di lapangan pada saat itu dulu terbit sertifikat 

HGU yang mestinya diawali permohonan suatu masyarakat (pengusaha) dalam hal ini 

peruntukkannya sebagai usaha perkebunan kopi. Lambat laun beberapa tahun setelah 

HGU itu berjalan dan berkembang ternyata disana mengalami mungkin masalah 

internal dari PT Pakisadji tersebut, yang mana mereka tidak bisa 

melaksanakan/menjalankan usahanya secara maksimal, mungkin kondisi yang 

berkembang di masyarakat kaitannya dengan keuangan atau manajemen disana 

akhirnya tanah tersebut sepertinya terlantar, tidak dikerjakan secara maksimal dan 

sudah beralih menjadi jenis yang tadinya kopi menjadi semak belukar karena mungkin 

tidak dirawat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengambil sikap, 

mungkin beberapa kali setahu saya dari tahun 2013, masyarakat di sekitar perkebunan 
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Pakisadji itu mereka karena melihat lahan yang kosong mungkin berpikiran mubazir 

jika tidak dikerjakan terus tumbuh semak belukar, mungkin secara sifat alamiah mereka 

mempunyai inisiatif untuk mengerjakan dan membuka lahan itu, membuka dalam 

artian membersihkan dan menanami, dst. Masyarakat sendiri itu mungkin dengan 

sekian tahun dia sudah mengerjakan dia berkomunikasi dengan beberapa pihak 

mungkin dengan Pemerintah Daerah mengajukan ingin memohon itu diperbolehkan 

untuk menjadi hak milik, hingga akhirnya Pemerintah Daerah terjun kesana melihat 

kondisi lahan tersebut ternyata memang sudah tidak dikerjakan secara efektif oleh PT 

tersebut. Dari Pemda didukung oleh beberapa instansi mengajukan dan mengirimkan 

surat ke Pemerintah Pusat supaya lahan itu bisa diterbitkan Surat Keputusan (SK) nya 

menjadi Tanah Negara yang selanjutnya akan di lakukan permohonan oleh masyarakat 

sekitar menjadi hak milik. Nah itu memang prosesnya Panjang dan melibatkan banyak 

instansi, khusunya Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara melalui Kanwil 

Provinsi Jawa Tengah dan beberapa Dinas di Pemerintah Banjarnegara pernah 

melaksanakan atau diminta untuk di ekspos di Kementerian BPN Pusat dengan pejabat-

pejabat sebelumnya untuk memaparkan kondisi pada saat sekarang terkait kelayakan 

kalau memang pemerintah mengambil alih tanah tersebut menjadi tanah Negara yang 

selanjutnya akan di redistribusikan kepada para penggarap. Mereka itu merupakan 

petani penggarap lahan eks HGU PT Pakisadji yang dinamakan komunitas 

HITAMBARA. 

3. Pertanyaan: 

Apa definisi dari Redistribusi Tanah secara umum? Dan apakah Redistribusi Tanah 

merupakan bagian dari upaya penyelesaian keresahan masyarakat atas ketimpangan 

pemilikan tanah? 

Jawaban: 

Redistribusi tanah sendiri artinya secara luas membagikan, memberikan tanah semula 

yang belum ada haknya (tanah negara) dibagikan kepada warga negara indonesia salah 

satunya klaster penerima pertama yaitu penggarap, mereka petani yang sudah sekian 

tahun menggarap dan kewajiban persyaratannya yaitu yang sudah menggarap, kalau 

yang belum menggarap berarti belum berkah untuk menerima tanah tersebut, tanah ini 

dalam arti tanah negara bebas atau tanah bekas hak. Jadi redistribusi tanah itu sendiri 

adalah memberikan bagi-bagi tanah kepada warga masyarakat dalam hal ini adalah 

masyarakat penggarap tanah yang memang sudah sejak lama dia mengerjakan dan 

menggarap tanah tetapi mereka ingin tanah tersebut diusulkan menjadi tidak hanya 

sekedar menggarap tetapi menjadi hak milik sebagai kekuatan hukum mereka.  

Dan salah satunya adalah menyelesaikan atau membantu masyarakat Indonesia yang 

sebelumnya tidak memiliki lahan yang otomatis tidak mempunyai kemampuan untuk 

membeli atau mungkin secara ekonomi keluarga dia tidak mempunyai tanah Garapan, 

dengan adanya tanah-tanah negara yang bisa diberikan kepada warga masyarakat 

tujuannya untuk menambah kesejahteraan mereka dan mengangkat derajat mungkin 
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yang semula menjadi penggarap karena dia tidak mampu membeli otomatis dengan 

adanya tanah negara mereka bisa ikut memiliki dengan syarat mengajukan permohonan 

tapi kriteria pertama adalah para penggarap. Salah satu masalahnya itu, dia awalnya 

tidak mempunyai tanah dengan ikut tanah negara itu dia diberikan kesempatan untuk 

memiliki dengan cara mengajukan permohonan redistribusi tanah. Yang kedua mereka 

juga itu mungkin kemampuan untuk mengerjakan memang dia juga selaku petani sudah 

teruji, artinya mata percaharian dia petani, tidak bisa mempunyai keahlian lain, 

otomatis pemerintah ada kesempatan untuk membantu masyarakat yang memang dia 

sebagia mata pencaharian sebagai petani karena lingkup-lingkupnya lokasinya 

memang dia di daerah pedesaan dan redistribusi tanah ini adalah tanah pertanian jadi 

usahanya mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka lewat kegiatan pertanian. 

4. Pertanyaan: 

Dalam Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan, upaya Redistribusi Tanah 

yang dilaksanakan ini atas dasar inisiatif siapa? Masyarakat (Petani) atau Negara 

(Lembaga terkait)? Dan bagaimana pola seharusnya daripada program Redistribusi 

Tanah ini sendiri? 

Jawaban: 

Mestinya karena ini tanah negara bekas HGU, kan juga ada tanah negara bebas kan 

juga ada. Kan memang pemerintah juga punya tujuan untuk menertibkan kepemilikan 

tanah-tanah bagi masyarakat khususnya tanah HGU berawal dari inisiatif masyarakat 

kondisi perkebunan itu yang dekat dan bisa menilai itu kan masyarakat lingkungan itu 

sudah tidak terawatt seperti tanah terlantar dan sebagainya, masyarakat kan 

menyampaikan ke beberapa instansi, mungkin lewat PEMDA, terus dari instansi 

tersebut salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara kan mengkaji 

melihat dokumen HGU, terus dari bagian instansi lain melihat ke lapangan memang 

benar kalau tanah tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukkannya baru dari 

pemerintah mengambil sikap dengan beberapa tahapan terntunya mengusulkan 

bersurat ke Presiden/Kementerian terkait untuk agar kepentingan masyarakat bisa 

ditindak lanjuti 

5. Pertanyaan: 

Apakah program Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan sangat penting bagi 

kebutuhan masyarakat terutama bagi Petani? Sebutkan Urgensi pentingnya! 

Jawaban: 

Sangat penting karena disana salah satunya tadi sangat membantu bagi masyarakat 

yang tadinya belum memiliki tanah pertanian menjadi punya tanah pertanian, sekarang 

dengan adanya redistribusi tanah yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, sleian 

itu dari segi ekosistem, dari segi kelestarian alam mereka sangat masyarakat itu sangat 

berarti dari lingkungan tersebut karena dikerjakan dimiliki oleh masyarakat otomatis 
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kan ada hasil dan ada pemeliharaan kondisi alam, ditanami tanaman sesuai dengan 

geografis. Kalau kemarin belum tidak dimanfaatkan oleh perusahaan kan terlantar, jadi 

kan nanti bisa rawan bencana, dengan adanya digarap oleh masyarakat lingkungan 

tersebut menjadi subur, tetap terjaga, segi kemanfaatannya sangat jelas untuk 

masyarakat sekitar terutama masayrakat penggarap 

6. Pertanyaan: 

Dalam kasus Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan, melibatkan banyak tatanan 

birokrasi pemerintahan dan kelompok masyarakat, Siapa saja aktor-aktornya dan 

jelaskan peran/kepentingan dari masing-masing aktor yang berada pada kasus tersebut? 

Jawaban: 

Kalau di tingkatan kab/kota tergabung dalam satu panitia pertimbangan landreform 

kabupaten, diketuai oleh Bupati dan anggotanya dari Kantor Pertanahan, dari Polres 

dan beberapa dinas. Itu yang menangani kegiatan Redistribusi Tanah. Tapi secara teknis 

untuk penerbitan di Kantor Pertanahan setelah melalui beberapa tahapan, dari SK 

Menteri, penetapan lokasi dari Kanwil Provinsi Jawa Tengah, terus selanjutnya dari 

pelaksaan redistribusi tanah sampai terbut sertifikat adalah di Kantor Pertanahan 

banjarnegara, tapi yang mengawal adalah Panitia Pertimbangan Landreform 

Kabupaten, karena disitu ada rekomendasi Bupati. Sedangkan dari kelompok 

masyarakat terlibat otomatis masyarakat pemohon, terus desa setempat, dalam hal ini 

subjek objek di Desa tersebut otomatis kan dari Kepala Desa dan perangkatnya 

mendukung kegiatan tersebut sedari awal hingga akhir. Terus disana ada yang 

didampingi oleh KPA. 

7. Pertanyaan: 

Bagaimana Penilaian Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dengan hadirnya 

KPA & Kelompok HITAMBARA dan kelompok masyarakat yang terkait? Apakah 

cukup membantu dalam proses kegiatan Redistribusi? 

Jawaban: 

Ya secara umum sangat membantu salah satunya mensupport karena mungkin kegiatan 

Redistribusi seperti di Pakisadji itu kan mungkin ada komunitas dari KPA itu kaitannya 

dengan kemajuan-kemajuan dari kelompok petani tersebut. KPA jelas punya tujuan 

untuk membantu mensejahterakan para petani Redistribusi di seluruh Indonesia. Dari 

KPA saya sering mendengar, petani HITAMBARA sering diajak semacam studi 

banding atau tukar ilmu pengetahuan mungkin di beberapa kelompok di seluruh 

Indonesia yang sudah di kawal oleh HITAMBARA kan ada beberapa kelompok itu 

sangat bagus sih menurut saya. Tapi ya kembali untuk tupoksi kegiatan proses 

pensertifikatannya sepenuhnya yang punya kewenangan adalah BPN, KPA kan 

mensupport kegiatan dengan mendampingi masyarakat tersebut. 
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8. Pertanyaan: 

Bagaimana Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dalam kegiatan 

Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan? 

Jawaban: 

Perannya sangat dominan, karena yang menerbitkan sertifikat kan BPN, jadi dalam hal 

ini perannya sedari proses mengawal pengajuan, atau proses adanya instansi yang lebih 

tinggi seperti BPN Pusat, ke Kanwil Provinsi Jawa Tengah sampai dengan proses awal, 

istilahnya mengawal dari proses awal sampai akhir, alhamdulillah tidak ada 

permasalahan yang berarti, masyarakat bisa menikmati menerima sertifikat tepat sesuai 

dengan harapannya, juga waktu yang diajukan sangat puas sesuai dengan yang 

diimpikan artinya tanpa pengawalan BPN yang berperan penting dalam penerbitan 

sertifikat dengan mengawal redistribusi tanah itu. Kalau stakeholder yang lain kan 

otomatis hanya mensupport dan mendampingi, namun kalau teknis kan BPN Kab, 

Banjarnegara. 

9. Pertanyaan: 

Dalam proses penentuan penerima manfaat Redistribusi Tanah, apakah terdapat aspek 

politis? Semacam Intervensi, Lobby, dan lainnya?   

Jawaban: 

Tidak ada, murni kalau untuk penentuan penerima redistibusi kriteria pertama kan 

petani penggarap, petani yang sudah mengusahakan itu prioritas pertama, disitu Kantor 

Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tidak main-main, waktu pendataan tidak boleh 

diwakilkan karena memang kita tidak punya alasan untuk memberikan ke siapapun  

kepada para petani, karena memang mereka yang diprioritaskan, karena memang 

mereka sudah sekian lama mengusahakan, merawat, dan melestarikan kondisi 

ligkungan dan salah satunya adalah untuk menambah kesejahteraan untuk kehidupan 

mereka,jadi tidak ada alasan unsur politis, ataupun intervensi tidak ada, karena kami 

juga komitmen harus lihat langsung mereka siapa, domisilinya harus berlokasi di desa 

tersebut dan efektif untuk mengerjakan lahan, apalagi orang dari luar desa tersebut. 

10. Pertanyaan: 

Apakah terdapat kepentingan Bupati Banjarnegara terkait dengan pemanfaatan lahan 

redistribusi untuk Agrowisata? 

Jawaban: 

Pernah mendengar ya, itu kan pejabat Bupati pada saat itu ya, pada saat 2013, mungkin 

karena juga perencanaan Kabupaten punya wacana untuk mengembangkan agrowisata, 

salah satunya mungkin ada momen, membaca peluang di sekitar Pakisadji, tapi 

perkembangan waktu makin kesini disamping pejabat saat itu mungkin sudah ganti, 
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jadi konsepnya sudah berubah, terus mungkin dikaji lagi Pemda seperti kami di Kantor 

Pertanahan menngutamakan kesejahteraan petani di sekitar, jadi konsep itu dengan 

sendirinya tidak dijalankan, tapi disana masyarakat sekitar petani penggarap disana 

punya komitmen juga salah satunya untuk ada beberapa kasum, kalau sekarang itu 

kemarin sudah sejak tahun kemarin kami masukan ke kegiatan pendampingan ARA, 

BPN ada kegiatan legalisasi aset lewat Akses Reforma Agraria, jadi didampingi BPN 

masuk ke program ARA, disana kita damping untuk kegiatan pertanian, mungkin ada 

beberapa lokasi yang cocok untuk tanaman buah, ada yg tetap eksis di kopi, Nangka, 

jadi suatu saat nanti mungkin apa yang dulu diangan-angankan oleh Pemda untuk 

agrowisata dapat terjadi karena masyarakat petani penggarap tersebut dapat dibawa ke 

arah kearifan lokal disana cocok untuk kegiatan wisata alam yang cocok dengan buah-

buah disana, suatu ketika seperti itu.  

11. Pertanyaan: 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Apakah Kantah Kab.Banjarnegara 

mendapatkan hambatan dan tantangan? Jika iya jelaskan hambatan tersebut! 

Jawaban: 

Secara spesifik tidak ada, tapi kalau waktu itu tantangannya waktu itu sangat mepet 

sekali, yang hanya berkisar 3 bulan (oktober November desember) sebegitu padatnya, 

kita harus melaksanakan kegiatan Redis dan disana itu kan medannya lumayan 

pegunungan yang geografisnya sulit, terjal Tantangannya itu dan alhamdulillah kami 

bisa melewatkan itu, waktu yang ditetapkan oleh pemerintah kita bisa mengantisipasi 

pada saatnya tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Disamping itu juga 

sumber SDM yang terbatas dengan waktu yang singkat dan mepet bisa dikerjakan tepat 

waktu. Jadi bagi kami sukses sekali alhamdulillah tidak ada tantangan yang berarti dan 

kita lewati bersama-sama dengan semangat berdasarkan pengalaman saya seperti itu. 

12. Pertanyaan: 

Apa Saran dan evaluasi Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara terkait program 

Redistribusi Tanah? 

Jawaban: 

Kalau terkait dengan redistribusi, pandangan positifnya merupakan suatu prestasi bagi 

kami BPN, bisa mewujudkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang dinanti-

nanti untuk menguasai dan memiliki tanah yang telah dikerjakan sekian lama dan 

mempunyai sertifikat adalah suatu kebanggaan tersendiri kita dapat memnuhi 

kebutuhan mereka. Dan bagi masyarakat mereka sangat bersyukur, karena saya melihat 

secara langsung ekspresinya sangat bersyukur mereka merasa nyaman aman dan tidak 

ragu lagi untuk mengerjakan mengolah dan mendapatkan hasil dari sana dan semoga 

secara turun temurun bisa barokah dengan memiliki tanah tersebut. Sedangkan 

evaluasinya, kami berharap waktunya lah ya mungkin dari awal tahun sudah 
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ditargertkan atau mungkin kami sudah mendapatkan arahan atau tugas dari awal tahun 

dan waktunya bisa lebih tertata dan hal-hal yang tidak dimungkinkan tidak baik kami 

bisa antisipasi. Kita sebisa mungkin melakukan tugas sesuai kemampuan dan bisa 

meminimalisir kesulitan dan masalah, jangan sampai muncul di kemudian hari. Kalau 

waktunya Panjang dan cukup kan kita bisa melihat dari  jauh dari dekat, tapi kalau 

waktunya mepet kan kita hanya melihat dari dekat aja, kadang yang sesuatu yang jauh 

tidak bisa lihat. Artinya mengantisipasinya di kemudian hari. Dari segi waktunya aja 

sih untuk evaluasi program redistribusi kali ini. 
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Nama   : Bapak Sarkim & Tuslim 

Jabatan/instansi : Ketua & Sekretaris Himpunan Tani Banjarnegara 

(HITAMBARA) 

Hari/Tanggal  : Kamis 1 Juni 2023 

Pukul   : 19.40 – 20.45 WIB 

1. Pertanyaan: 

Bagaimana proses dari terbentuknya kelompok HITAMBARA? Apa kaitannya dengan 

upaya Redistribusi Tanah di kecamatan Punggelan? 

Jawaban: 

Tentang HITAMBARA kaitannya jelas ada dengan Redistribusi Tanah di Kecamatan 

Punggelan, permasalahannya HITAMBARA itu terbentuk dalam rangka permintaan 

tanah EKS HGU yang notabenenya terlantar untuk dibagikan kepada masyarakat dan 

proses terbentuknya HITAMBARA adalah Awal kami kedatangan tamu dari Sekolah 

Bersama (SEKBER) yang disponsori oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(UMY). Kemudian kami diberi kabar bahwa tanah eks HGU itu memang masa Hak 

Guna Usahanya sudah habis, kemudian kami dengan beberapa orang musyawarah dan 

membentuk rempug-rempug atau musyawarah-musyawarah yang kaitannya dengan 

keinginan masyarakat yang ingin memiliki tanah negara menjadi tanah milik. 

2. Pertanyaan: 

Lewat Gerakan sosial yang dibangun oleh HITAMBARA, Apa yang diperjuangkan 

oleh kelompok Hitambara? 

Jawaban: 

Yang diperjuangkan awal kami membentuk organisasi, organisasi itu kami bentuk 

HITAMBARA, dikarenakan penggarap tanah eks HGU berasal dari beberapa desa 

yaitu Desa Punggelan, Desa Jembangan dan Desa Karangsari maka kami bentuk 

menjadi 5 kelompok. Jadi kegiatan kami waktu itu sering melakukan pertemuan-

pertemuan antar kelompok yang intinya membahas bagaimana cara agar kami 

mendapatkan tanah eks HGU menjadi tanah milik. Kemudian kami dijanjikan oleh 

SEKBER dipertemukan dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Itu terbentuk 

sekitar tahun 2013 walaupun hal itu belum real tertulis, tapi itu memang fakta, kami 

membentuk suatu kelompok yang maaf saja Desa waktu itu belum mengakui kelompok 

kami. Dengan pendudukan lahan yang kami lakukan pasca adanya negosiasi tahun 

1996 dengan pihak perusahaan perkebunan, pada akhirnya secara resmi pada tahun 

2012 kami di perbolehkan menggarap lahan atas izin dari Dinas Kehutanan dan 
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Perkebunan Jawa Tengah (DISHUTBUN), saya ingat pertemuannya di Balai Desa dan 

intinya ia bilang “Izin PT Pakisadji telah habis sejak 2011, maka dari itu petani 

diizinkan untuk menggarap lahan akan tetapi tidak secara utuh dapat memiliki lahan”. 

3. Pertanyaan: 

Dari kehadiran kelompok masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat seperti 

Sekolah Bersama (SEKBER) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Apa 

perannya dan apakah membantu kelompok Himpunan Tani Banjarnegara 

(HITAMBARA) dalam mencapai kepentingan proses Redistribusi Tanah? 

Jawaban: 

Kehadiran mereka tentu jelas membantu ya, mereka semua berada di pihak 

HITAMBARA, yaitu untuk mendapatkan hak milik dari tanah negara lahan eks HGU 

PT Pakisadji. Disamping itu kalau dari SEKBER mensupport wawasan dan ilmu 

sedangkan bantuan dari KPA, kami dikenalkan dengan Jaringan Kerja Pemetaan 

Partisipatif (JKPP) untuk melakukan pemetaan tanah tersebut yang waktu itu ketemu 

luas tanah 92ha, tapi kami petakan secara global dan ternyata hal tersebut hampir mirip 

waktu pertama kami memetakan memang sesuai dengan patok awal, tapi diukur oleh 

BPN kami enggak mau ribet dengan masyarakat yang batas-batasnya ada yang sudah 

longsor, ada yang kemakan perbatasan orang lain kami tinggalkan, kami mengambil 

yang real saja ketemu 82ha. 

4. Pertanyaan: 

Selain dari kepentingan untuk mendapatkan kepemilikan tanah, apakah ada tujuan lain 

dari terbentuknya Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA)? 

Jawaban: 

Jelas ada! Karena sebelum kami masyarakat menggarap tanah tersebut, kami 

masyarakat sekitar paling-paling tamat SD, ekonomi bener-bener kurang, artinya benar 

terjadi kemiskinan struktural dan kalau kita pernah cerita waktu masih di pegang 

perusahaan itu berjalan, kami masyarakat dulu masuk ke area perkebunan hanya 

mengambil kayu bakar dan rumput saja tidak boleh, artinya dengan kami diizinkan 

1996 atas inisiatif dari tokoh masyarakat Kampung Jebug pada khususnya dan dibantu 

oleh Pak Camat Pak Harjo itu terjadi musyawarah dengan pihak perusahaan ternyata 

kami diberi izin untuk masuk menggarap tanah tersebut dengan cara bagi hasil, jadi 

setelah kami menggarap tanah tersebut, kami ada peningkatan taraf perekonomian, dan 

alhamdulillah, dengan harapan-harapan kami memiliki tanah tersebut yang paling 

utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tanah eks perusahaan. 

5. Pertanyaan: 
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Menurut HITAMBARA, apakah Redistribusi Tanah dapat menyelesaikan 

kasus/konflik agraria yang ada di Kecamatan Punggelan? 

Jawaban: 

Yang jelas, kami diberi wawasan ilmu dan pengetahuan oleh KPA, bahwasannya 

pemerintah Jokowi dengan nawacitanya ada program bagi-bagi tanah, artinya tanah 

yang bisa dibagikan adalah tanah terlantar, tanah eks HGU&HGB, tanah timbul dan 

tanah Kawasan hutan dan tanah di pesisir laut. Dari hal tersebut kami mengikuti 

program nawacita Jokowi dengan bimbingan KPA, Jadi kami tidak tahu persis dari segi 

konsep, dan kejelasannya bahwa dengan perjuangan politik secara bersama-sama 

mengajukan permohonan hak milik tanah negara, kami dapat menghapus keresahan 

atas ketimpangan ekonomi masyarakat, dan keputusan pembagian tanah dilakukan 

berdasarkan musyawarah bersama mengikuti bimbingan dari KPA dan intruksi dari 

Kantor Pertanahanan Kabupaten Banjarnegara. 

6. Pertanyaan: 

Dalam kasus Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan, melibatkan banyak tatanan 

birokrasi pemerintahan dan kelompok masyarakat, Siapa saja aktor dan jelaskan 

peran/kepentingan dari masing-masing aktor yang berada pada kasus tersebut? 

Jawaban: 

Kita aktornya ya yang ada dalam masyarakat penggarap tanah eks HGU tersebut dan 

dengan dibantu oleh KPA berjuang tanpa aktor diluar penggarap tanah eks tersebut dan 

dari pemerintahan memang kami yang sangat membantu yaitu Kantor Pertanahan 

Kabupaten Banjarnegara, lebih tepatnya di Biro Sengketa Tanah. Kalau dari kelompok 

masyarakat ada dari Sekolah Bersama (SEKBER), mereka memang mahasiswa dari 

kampus yang menjadi penggerak dari proses redistribusi tanah yang mempunyai 

kepentingan untuk membantu masyarakat penggarap mendapatkan tanah dengan 

bermodalkan dokumen dari dirjen perkebunan tahun 2006 kalau tidak salah, yang 

akhirnya mereka berjuang bersama, mengedukasi masyarakat petani, dengan 

berkelompok atau berserikat guna berjuang bersama untuk mendapatkan kepemilikan 

tanah. KPA sendiri tentu memiliki kepentingan untuk menghubungkan HITAMBARA 

kepada instansi Pemerintahan agar diberikan kemudahan informasi dan komunikasi 

seperti halnya kami dikenalkan kepada Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) 

serta sebagai wadah konsolidasi dan advokasi selama proses Redistribusi berlangsung.  

Disamping itu, dari tatanan birokrasi pemerintahan, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Banjarnegara dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan aktor yang paling 

berperan dalam memberikan informasi alur dan proses dari tiap tahapan hingga kami 

merasa terbantu terkait sampai mana perjuangan kami hingga hasilnya semacam apa 
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kami selalu diberi informasi. Kalau dengan Bupati sendiri, karena Bupati ini memang 

ada kepentingan demi masyarakat yang lain atau mungkin masyarakat banyak memang 

Bupati tidak mempersulit tapi juga tidak mendukung jadi seolah membiarkan. Kami 

tidak dilarang untuk berjuang Cuma ya memang boleh dikata tidak didukung. 

Kepentingannya ini untuk membuat semacam agrowisata, mungkin keinginannya itu 

saya nilai sudah terlihat sejak awal ya, pertama mungkin Bupati menolak perpanjangan 

HGU perusahaan, kedua Bupati ini mengirim surat kepada BPN Pusat yang isinya 

adalah meminta sebagian tanah Redistribusi untuk kepentingannya tersebut, tapi dalam 

dokumen yang saya lihat di BPN Banjarnegara Pemda ini meminta keseluruhan lahan 

dan disitu saya sangat kecewa dan ketika kami ingin mengcopy dokumen itu tidak 

diberi izin oleh staff BPN makannya kami istilahnya mengadu lah kepada tingkatan 

yang lebih tinggi yaitu BPN Pusat, dan itulah alasan kami untuk istilahnya melompati 

koordinasi kepada dinas terkait. Padahal ya kami menerima dengan terbuka apabila 

adanya keinginan dari Bupati apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat secara 

luas, misalnya ya kami menerima usulan dari KPA dan JKPP untuk membuat Fasum 

dan Fasos seperti tempat ibadah, jalan, makam dan semacamnya, namun sepertinya 

pihak Pemda kurang puas ya denga napa yang kami usulkan, itu terlihat jelas pada 

audiensi pertama kali pada tahun 2014 tapi saya lupa spesifik bulannya. 

7. Pertanyaannya: 

Kasus Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan mengalami proses yang sangat 

Panjang, terhitung dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2019, apa saja tahapannya? 

Jawaban: 

Kalau kita bicarakan selesai, itu belum selesai sampai sekarang. Jadi Redistribusi 

Tanah itu bukan hanya sekedar bagi sertifikat tapi harapan kami setelah ada pembagian 

tanah dan sertifikat menjadi hak milik adalah ada peningkatan lagi yang lebih, artinya 

kami mengahrapkan bukan bantuan tapi uluran perpanjangan tangan dari pemerintah 

untuk memfasilitasi agar taraf perekonomian kami benar-benar menjadi contoh 

tauladan di Kabupaten Banjarnegara, artinya kami tidak ingin bertani hanya itu-itu saja. 

Ya dari pemerintah itu memberi Pendidikan-pendidikan khusus tentang tanah Redis, 

dan perjalanan yang kami lakukan adalah beberapa program kami lakukan bersama 

Kantor Pertanahan melalui pendampingnya kemarin berarti sudah mulai terbentuk 

Rancangan-rancangan perkoperasian. Kemudian kami juga ada koperasi untuk jangka 

panjangnya kami difasilitasi pemberian bibit Nangka, sudah meluncur 1000 Batang 

untuk ditanam yang nantinya petani Punggelan tanah Redis pada khususnya diharapkan 

untuk dapat mengelola hasil Nangka menjadi Kripik yang bernilai ekonomi jangka 

Panjang. Jadi sudah ada Rencana Tindak Lanjut, termasuk kami merencanakan 

awalnya adanya peternakan, adanya pertanian yang difokuskan kepada beberapa titik. 
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Yang jelas karena tanah tersebut dulunya perkebunan kopi jelas tersebut cocok untuk 

kopi. Ada beberapa hektar juga nanti kami menginginkan menjadi tanaman kopi. Jadi 

semacam agro pertanian. Tanah tersebut di petakan, harapan kami Lembaga pemerintah 

memfasilitasi, kami menginginkan adanya pertanian yang tidak carut marut, artinya 

kadang-kadang di sebelahnya nanem apa, di sebelahnya nanem apa. Kalau begitu kan 

hasilnya tidak bisa maksimal.  

Jadi di tahun 2013-2014 kami melakukan pembentukan kelompok, 2014-2015 

penguatan organisasi. Pada 2015 kami mulai keluar, artinya kami ke Kantor Wilayah, 

ke Kantor BPN Pusat, kami menemui KPA, kami melakukan pengukuran. Jadi memang 

tahapan-tahapan itu tidak serta merta begitu saja mudah, ternyata banyak kendala-

kendala yang luar biasa dan terus terang saja waktu itu kami melakukan pertemuan 

regional Jawa-Bali dalam acara Global Land Forum (GLF) pada tahun 2018 di Gedung 

Merdeka Bandung yang judulnya adalah Reformasi Percepatan Redsitribusi Tanah, 

yang isinya Banjarnegara, Pemalang dan Batang menjadi prioritas untuk Reforma 

Agraria di Jawa Tengah. Memang Acara itu kita akui jadi pemantik terlaksananya 

program redistribusi tanah Kecamatan Punggelan, karena pasca acara tersebut terbitnya 

Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, setelah itu adanya Lokakarya 

Percepatan Reforma Agraria di Kota Semarang pada tahun 2019, yang mana hasilnya 

mengharuskan Pemerintah Daerah segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria 

(GTRA) agar memastikan Redis ini berjalan. Namun memang perjuangan kami tidak 

serta merta mulus sesuai harapan, pelaksanaan redistribusi tanah kami terganjal dengan 

adanya surat yang nantinya bisa dibaca bahwa ternyata Bupati melayangkan ke BPN 

Pusat, tanah eks HGU mau dijadikan agrowisata, kendala itulah yang termasuk 

menghalangi kami yang seharusnya di tahun 2017 atau 2018 sudah di bagikan ke 

masyarakat terhalang oleh kendala Bupati waktu itu Pak Tedjo yang kelihatannya 

belum mengizinkan. 

8. Pertanyaan: 

Dalam proses penentuan penerima manfaat Redistribusi Tanah, apakah terdapat aspek 

politis? Semacam Intervensi, Lobby, dan lainnya?   

Jawaban: 

Kalau kami tidak di lobby dan melobby untuk penentuan tanah, cuman kami disarankan 

untuk pembagian ada yang menyarankan dari KPA untuk hampir sama, artinya 

berimbang. Terus dari Gugus Tugas Provinsi menyarankan lagi ukurannya harus di 

bikin petak-petak, artinya segi empat. Namun demikian karena kami diberi batas waktu 

yang sangat mepet dalam proses Redis selama 3-4 bulan, maka kami menentukan jalan 

sendiri yaitu tanah dibagikan dengan cara sesuai dengan Garapan masing-masing. 

Artinya ada yang menggarap 2000m, 2500m dan batasnya juga sesuai dengan apa yang 
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mereka garap awal. Dan kami tidak bisa dengan waktu yang hanya beberapa bulan 

untuk memetakan sesuai dengan harapan dari Gugus Tugas Provinsi. Disitu Tim Gugus 

Tugas ada tim gugus tugas Kabupaten yang diketuai oleh Bupati, Tim Gugus Tugas 

Provinsi diketuai oleh Gubernur. Dan keduanya hanya menyarankan, dan tidak dipaksa 

atau gimana, yang jelas hanya disarankan alangkah baiknya tanah tersebut dibuat 

petak-petak. Tapi kami juga punya alasan-alasan karena tanah tersebut juga tingkat 

kemiringannya ada yang mencapai 70° (derajat). 

Disamping itu untuk penentuan proses penerima manfaat, kami mengambil aturan-

aturan yang ada dari KPA, bahwasannya itu kepemilikan itu tidak boleh orang diluar 

Kecamatan, Kedua, tidak boleh pegawai negeri sipil, ketiga orang tersebut yang 

menggarap tanah eks HGU PT Pakisadji, memiliki tanah di luar itu tidak lebih dari 2ha, 

jadi selama orang tersebut kategori orang yang memiliki tanah lebih dari 2ha, maka 

tanah tersebut kami cabut dan kami berikan kepada orang yang garapannya kurang dan 

ada kategori disitu ada perjuangan-perjuangan dalam organisasi atau perjuangan-

perjuangan kemasyarakatan. 

9. Pertanyaan: 

Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah terdapat Panitia Land Refom, terdiri dari Siapa 

Saja? Dan penilaian HITAMBARA terkait kinerja Panitia tersebut seperti apa, apakah 

sudah Ideal? 

Jawaban:  

Kalau kinerja saya akui ya luar biasa, artinya kami puas dengan kinerjanya. Karena 

batasan waktu yang diberikan oleh BPN Pusat hanya beberapa bulan saja. Tapi yang 

kami sayangkan adalah kelanjutan dari Tim Gugus Tugas, jadi setelah pembagian tanah 

ternyata Tim Gugus Tugas itu sampai sekarang belum muncul lagi, harapan kami 

adalah tidak sekedar samapi pada titik pembagian tanah, tetapi ada berkesinambungan 

kinerja sampai kurang lebih sampai 10 tahun. Karena dalam sertifikat itu juga tertulis 

tidak boleh dioperalih atau dijualbelikan selama 10 tahun tanpa seizin BPN.  

Kalau penentuan itu ditentukan sendiri oleh masyarakat, BPN tidak ikut campur dalam 

pembagian. Jadi kembali lagi bahwa batas dan segala sesuatu itu petani yang 

menentukan lewat pendekatan keorganisasian. Jadi pemerintah tidak ada intervensi 

untuk membagi atau mengambil haknya tidak, cuman memang ada beberapa titik yang 

dulunya kami rencanakan untuk kemanusiaan yang plus minusnya ada 10ha, sampai 

sekarang juga belum ada kejelasan dari pemerintah, jadi yang 10ha nyaitu tidak ada 

sertifikatnya, artinya meliputi untuk kebutuhan (fasum & fasos). Waktu itu pemerintah 

Kabupaten mengatakan bahwa itu akan menjadi tanah Pemerintah Kabupaten, karena 

kami Petani masih membutuhkan bukan sekedar petani penggarap, masyarakat sekitar. 
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Artinya kami membutuhkan lapangan, kuburan. Kami berupaya unutk mengajukan 

permohonan hak guna tanah tersebut atau hak Kelola tanah tersebut oleh organisasi, 

sudah melayangkan surat tapi sampai sekarang belum ada balasan dari kejelasan 

keputusan dari Pemerintah Daerah.  

10. Pertanyaan: 

Dalam memperjuangkan kepemilikan tanah dan kesejahteraan masyarakat petani, Apa 

saja tantangan dan hambatan yang terdapat pada kasus Redistribusi Tanah di 

Kecamatan Punggelan? 

Jawaban:  

Kalau tantangan kami anggap sebagai pemicu penyemangat jelas ada, cuma tidak kami 

sebut perorangannya yang jelas ada tantangan-tantangan baik dari masyarakat sekitar 

yang tidak menggarap tanah tersebut ataupun dari beberapa tokoh yang menginginkan 

tanah tersebut menjadi Villa, ada yang menginginkan tanah tersebut dimanfaatkan 

untuk kepentingan yang jelas bukan masyarakat petani. Tapi yang jelas kami 

berpedoman bahwa reforma agraria untuk petani, jadi kami tetap bertekad, tantangan 

itu kami anggap sebagai penyemangat, jadi tidak begitu ambil pusing ya walaupun 

kadang-kadang bikin dongkol, tapi ya mudah-mudahan mereka yang menginginkan 

tidak mengungkit permasalah-permasalahan yang sudah berlalu. 

Jadi setiap permasalahan atau konflik terkait dengan adanya kepentingan-kepentingan 

yang saling berbenturan di luar dari petani, kami selesaikan dengan pendekatan 

keorganisasian rakyat. Hal itu yang kami dapatkan dari Pendidikan dari KPA, bahwa 

jangan mendahului permasalahan tetapi lawanlah kalau ada permasalahan. Seperti 

halnya ada informasi ada tanah tersebut mau dijadikan agrowisata, kami juga mengadu 

kepada yang lebih mengetahui yaitu KOMNAS HAM, jadi waktu itu melayangkan 

surat ke KANWIL bahwasannya permohonan untuk agrowisata diizinkan dengan 

catatan Pemerintah Daerah atau Bupati ketemu dengan Masyarakat. Karena tidak 

sabarnya kami selaku pengurus HITAMBARA, kami mengajukan permohonan, jadi 

bukan Pemerintah Daerah yang mengundang kami tetapi Pemerintah Daerah yang 

kami undang tapi sampai 2 kali tidak hadir. Jadi tak rasa ya waktu itu Pemerintah 

Daerah walaupun merencanakan Agrowisata tetapi mungkin anggarannya belum siap. 

Jadi sekalipun tidak ada semacam dukungan dari Pemerintah Daerah, akan tetapi kami 

masih melakukan perjuangan-perjuangan politik dengan cara membentuk Organisasi 

Rakyat, melakukan konsolidasi-konsolidasi kemasyarakatan, melakukan pendekatan 

dengan birokrasi pemerintah dengan cara audiensi. Dan alhamdulillah waktu 

Pemerintah Daerah, Pak Budi Sarwono, ia memberikan support dan semangat dan 

untuk disilahkan diperjuangkan, jangan sampai membikin kegaduhan. Selain itu juga 

cara kami untuk memperjuangkan kepemilikan tanah Redis, salah satunya dengan cara 
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aksi demonstrasi pada momentum Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September, 

tahun berapanya saya lupa, kami ingin menyampaikan keinginan masyarakat 

mengingatkan pada Pemerintah Jokowi tentang Nawacita (Janji Kampanye). Nah kami 

digempurkan oleh Nawacita jangka pendek jangka Panjang dan ternyata kami 

diabaikan begitu saja, kami terpaksa datang ke Pusat untuk menyampaikan dan 

mengingatkan pada Pemerintahan Jokowi bahwa Nawacita itu harus dilaksanakan. Nah 

terjadinya dari Pihak Keamanan ke rumah Pak Sarkim mungkin komunikasi yang 

kurang nyambung, artinya Kapolri mengintruksikan bahwa Banjarnegara akan 

mendatangkan Demo ke Jakarta, tapi tidak lengkap apa alasan kami ke Jakarta, waktu 

itu memang sedang ricuh-ricuhnya terkait dengan gerakan yang luar biasa bukan dari 

petani saja, tetapi dari kalangan isu politik lainnya itu suatu hal yang terjadi karena 

kesalahpahaman. 
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Nama    : Bapak Syamsudin 

Jabatan/Instansi  : Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium 

Pembaruan Agraria (KPA) 

Hari/Tanggal   : Senin, 3 Juli 2023 

Pukul    : 16.00 – 17.22 WIB 

 1. Pertanyaan 

Sebagai LSM yang berfokus pada Agraria, Bagaimana Pandangan KPA terhadap 

program Redistribusi Tanah secara umum? Dan Bagaimana Kondisi Program ini, 

apakah sudah berjalan ideal atau masih belum maksimal? 

Jawaban: 

Reforma Agraria ini telah menjadi agenda bangsa, dengan adanya UUPA No.5 Tahun 

1960 itu menandai bahwa RA itu menjadi agenda bangsa, sayangnya memang pasca 

disahkannya UUPA itu sampai saat ini dalam perjalanannya tidak berjalan dengan baik. 

Di era orde baru misalkan, bukan RA yang dijalankan justru proses Liberalisasi 

sumber-sumber agraria semakin masif. Ditandai dengan lahirnya UU Penanaman 

Modal Asing. Itu adalah awal dari proses liberalisasi sumber-sumber agraria, 

perampasan tanah rakyat dan penggusuran tanah rakyat atas nama atau dengan dalih 

pembangunan itu proses-proses liberalisasi tanah oleh negara itu semakin masif. 

Kemudian pasca orde baru, masuk era reformasi agenda RA masih belum menjadi 

prioritas bagi pemerintah, baik di tingkat Pusat dan Daerah. Perbedaannya di zaman 

Gusdur pada saat menjadi Presiden, relatif memang RA itu tidak serius dijalankan, 

dibuktikan lahirnya TAP MPR No.9 Tahun 2001. Hal itu sebagai pelaksana dari UUPA 

itu sendiri, mandat bangsa untuk negara segera menjalankan RA. Kedua terdapat 

statement politik dari Presiden saat itu, misalnya 40% tanah perkebunan yang dikuasai 

oleh BUMN adalah hasil merampok dari tanah rakyat, nah statement itu tentunya 

berimplikasi di bawah itu Upaya-upaya reclaiming, pengambilalihan kembali tanah-

tanah rakyat yang pernah diserobot dan dirampas baik oleh negara ataupun perusahan-

perusahaan dalam skala besar. Kemudian pasca reformasi, sayangnya Presiden Gusdur 

tidak lama, sehingga tetap saja RA itu tidak berjalan mulus. Harapan dan cita-cita 

masyarakat terutama petani dalah hal ini untuk mendapatkan hak atas tanahnya ya 

belum tercapai. Begitupun di era SBY, masih belum tercapai. Tidak jauh berbeda 

kondisinya RA relatif berjalan di tempat. Masuk ke era Presiden Jokowi periode 

pertama, RA masuk dalam Nawacita pemerintah pada saat itu. Masuk dalam Nawacita 

salah satunya pelaksanaannya akan melakukan Redistribusi Tanah seluas 9 Juta Hektar, 

dan itu terbagi dalam dua tipologi, 4,5 Penyelesaian konflik dan 4,5 nya adalah 

legalisasi. Penyelesaian Konflik ini berasal dari pelepasan Kawasan hutan, tanah-tanah 
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bekas HGU Perkebunan baik swasta ataupun negara. Legalisasi ini adalah PTSL, yang 

sebelumnya di zaman SBY disebut dengan PRONA. Di tahun 2019 Jokowi terpilih 

lagi, sayangnya dari target 9 Juta Hektar itu tidak tercapai karena masih jauh dari 

berjalan dengan baik pula, karena target 9 Juta hektar masih sangat jauh dari target. 

Namun hal positifnya adalah di tahun 2018, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden 

Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres sendiri itu kan 

mengamanatkan negara harus melaksanakan RA berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960. 

Salah satunya dibentuklah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai pelaksana, 

salah satunya di Kecamatan Punggelan yang masuk menjadi target yang 9 Juta Hektar 

tersebut.  

2. Pertanyaan: 

Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya proses Redistribusi Tanah bekas lahan HGU PT 

Pakisadji Banjumas di Kecamatan Punggelan? Bagaimana awal mulanya 

kronologisnya KPA bisa mengetahui kasus tersebut? 

Jawaban: 

KPA itu suatu organisasi Gerakan Masyarakat Sipil yang berbasis Gerakan Tani sejak 

1994, tentu sejak dilahirkannya KPA melakukan proses pendampingan (advokasi) 

kepada masyarakat terutamanya petani yang menjadi korban dari konflik RA itu, baik 

yang menjadi tipologi perkebunan swasta ataupun negara maupun konflik agraria yang 

dibawah yuridiksinya Kementerian Kehutanan. Nah KPA sebagai Organisasi Gerakan 

Masyarakat Sipil yang berbasiskan Gerakan tentu terdiri atas organisasi-organisasi 

serikat tani. Sejak didirikannya berbasiskan organisasi tani yang tengah menghadapi 

konflik agraria yang struktural, sehingga awalnya dari teman-teman yang ada di 

Punggelan berkonflik dengan Perusahaan PT Pakisadji, mereka menyampaikan ke KPA 

bahwa sedang ada konflik eks HGU Pakisadji, kemudian kita organisir dan memang 

ada potensi diorganisir dengan pendekatan organisasi dan kita dorong untuk 

berorganisasi. Kemudian dalam perjalanannya kita lakukan Upaya-upaya proses 

penyelesaiannya melalui kerja-kerja organisasi seperti konsolidasi, aksi, lobby dengan 

pihak-pihak Pemerintah Daerah maupun Pusat. Nah sejak tahun 2016 KPA, 

merumuskan dan melahirkan satu konsep Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), 

dan itu sebagai antitesa dari jawaban stagnansinya pelaksanaan RA oleh Negara dan 

untuk memastikan RA itu berjalan sesuai prinsip, salah satunya melakukan Redistribusi 

Tanh sebanyak 9 Juta Hektar. Tapi dalam penentuan Subjeknya itu kan Top-Down, 

sehingga dalam praktiknya seringkali RA itu dijalankan tidak tepat sasaran. Objeknya 

tidak sesuai, dan subjeknya tidak sesuai, ketika keduanya tidak sesuai maka salah satu 

tujuan RA menyelesaikan konflik itu tidak akan tercapai.  
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Punggelan itu di tahun 2016 kami melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota di 

Indonesia, kita minta mereka menyerahkan datanya, baik subjek dan objeknya, tanah-

tanah yang sudah dilakukan reclaiming, sudah dikuasai, diduduki, sejak berpuluh-

puluh tahun, datanya kita minta, sesuai fakta di lapangan seperti apa, kemudian kita 

serahkan kepada pemerintah yang punya kewenangan untuk menjalankan RA untuk 

melakukan Redistribusi Tanah di Punggelan. 

3. Pertanyaan: 

Urgensi apa yang mengharuskan Pemerintah Daerah dan Instansi terkaitnya harus 

melakukan Redistribusi Tanah kepada masyarakat Kecamatan Punggelan, terutama 

kepada para Petani Penggarap? 

Jawaban: 

Redistribusi Tanah itu kan salah satu tujuannya selain untuk penyelesaian konflik itu 

kan untuk kepastian hukum, kepastian hak atas. Siapa yang berhak atas tanah tersebut? 

Ketika suatu perusahaan diberikan HGU, kemudian hak itu sudah habis maka status 

tanahnya berubah menjadi milik tanah negara bebas. Pertama memang status tanah 

negara bebas telah diduduki dan dikuasai oleh masyarakat, karena tidak mungkin ada 

tanah kosong, kedua memang masyarakat Punggelan itu ketika perusahaan masih 

beraktivitas mereka otomatis menjadi pekerja juga disitu. Urgensinya pemerintah 

melakukan Redistribusi Tanah ya karena mereka yang punya kewenangan atas hal 

tersebut, kaitannya dengan subjek dalam artian penerima manfaat tanah. Untuk urusan 

administratif penerima (Pencocokan KTP dan KK), memang diperlukan penyocokan 

bahwa masyarakat yang mendapatkan harus berasal dari satu Kecamatan Punggelan, 

tidak boleh berasal dari luar Kecamatan Punggelan dan yang penting sudah menduduki 

dan menggarap lahan eks Perusahaan sekian puluh tahun.  Dalam hukum agraria di 

Indonesia itu terdapat Tanah Absentee (Tanah Kelebihan), jadi orang-orang di luar 

Kecamatan Punggelan tidak boleh mendapatkan hak atas tanah Redistribusi. Dan untuk 

kewenangan persertifikasian kedaulatan hukum itu kan tugas daripada BPN, KPA 

hanya memastikan bahwa Redistribusi dilakukan sesuai secara subjek dan objek serta 

memastikan tidak adanya ketimpangan dan prinsip keadilan itu terpenuhi.   

4. Pertanyaan: 

Apakah KPA terlibat dalam proses dan pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kecamatan 

Punggelan? Jika iya, bisa dijelaskan bagaimana peran KPA dalam proses Redistribusi 

Tanah tersebut. Dan apakah benefit ketika KPA membantu memperjuangkan Tanah 

Redistribusi kepada masyarakat Punggelan? 

Jawaban: 
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Tentu KPA sangat terlibat dalam proses persiapan Redistribusi Tanah, KPA sudah hadir 

disana bersama dengan teman-teman kelompok Himpunan Tani Banjanegara 

(HITAMBARA), yang dilakukan KPA adalah suatu proses konsolidasi, penguatan 

keorganisasian melalui Pendidikan dan pelatihan untuk memastikan teman-teman 

kelompok petani ini mengerti betul RA. Selain itu keterlibatan KPA juga pada proses 

pemetaan partipatif, yang menentukan batas-batas luar dengan batas-batas yang 

penggarap yang satu dengan yang lainnya dengan cara partisipatif, hal itu dalam arti 

petani-petani sendiri yang harus melakukan pemetaan karena mereka sendiri yang 

mengetahui betul supaya tidak terjadi kesalahan dalam pendataan. Ketimpangan itu 

pasti ada karena yang mempengaruhinya pasti kepemilikan modal secara finansial dan 

secara kemampuan mengelola tanah, tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang dapat 

menguasai lebih dari 2 hektar kami temukan ada beberapa. Bahkan ditemukan ada dari 

orang luar yang memiliki tanah disitu, nah itu kan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

RA. Caranya adalah dengan penatagunaan kepemilikan tanah, yang luas lahannya lebih 

dari 2 hektar dikurangi dan diberikan kepada para petani gurem atau petani yang 

memiliki kurang dari 0,5hektar atau sekedar beratus-ratus meter saja. Sehingga prinsip 

keadilan daripada yang lebih dikurangi dan yang kurang ditambahkan untuk memenuhi 

taraf hidup ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya.  

Secara benefit untuk KPA, sebenarnya kita tidak mendapatkan benefit secara 

kelembagaan ataupun personal ketika terlibat dari proses perjuangan Redistribusi 

Tanah di Punggelan. Tetapi sesuai dengan visi dan misi berdirinya KPA adalah 

memastikan RA itu bisa dijalankan dan terwujud, kita fokus untuk memastikan negara 

menjalankan RA sesuai dengan prinsip keadilan. 

5. Pertanyaan: 

Proses Redistribusi Tanah Kecamatan Punggelan melibatkan banyak pihak, baik 

berasal dari birokrasi pemerintah dan kelompok masyarakat. Siapa saja aktor-aktor 

dalam kasus Redistribusi Tanah ini? Dan Apa kepentingan masing-masing pihak?  

Jawaban: 

Aktor yang paling utama adalah petani penggarap sebagai penerima manfaat yang 

berhas atas tanah eks perkebunan, karena mereka yang sudah menguasai dan 

memproduksi lahan yang menjadi aktor utama dan mereka terhimpun dalam satu 

Organisasi Rakyat Bernama Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA). Selain itu, 

tentu ada KPA yang menjadi bagian dari aktor, sehingga Redistribusi Tanah di 

Punggelan itu bisa terwujud. Kepentingan KPA dimana ya lewat kerja-kerja advokasi, 

baik kepada Pemerintah Pusat ataupun Daerah, memastikan subjek objek RA, 

melakukan proses penatagunaan tanah juga yang tentu Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) baik dari tingkat Pusat, Kantor Wilayah Jawa Tengah, dan Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Banjarnegara. Karena merekalah institusi yang punya kewenangan untuk 

menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Selain itu juga ada Pemerintah Desa dan 

Pemerintah Daerah, secara keseluruhan ya tugas mereka ya administratif saja untuk 

memastikan subjek-subjek atau petani yang akan menerima tanah Redis yang 

tergabung dalam HITAMBARA ini benar-benar petani penggarap yang membutuhkan 

kepastian hukum yang menjadi prioritas. Validasi itu dibutuhkan secara administrasi 

dari Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah.  

6. Pertanyaan: 

Diketahui bahwa Proses pelaksanaan Redistribusi Tanah bekas lahan HGU PT 

Pakisadji Banjumas di Kecamatan Punggelan ini memakan waktu cukup lama, Apa saja 

tahapannya? 

Jawaban: 

Tentu ada tahapan-tahapan yang sifatnya administratif (Kebutuhan KTP, KK, dll) dan 

tahapan yang sifatnya konsolidatif. Persiapan konsolidatif ini untuk memastikan bahwa 

ada proses penatagunaan tanah, itu kan tidak secara langsung orang mau dikurangi 

tanahnya, jadi perlu dibicarakan musyawarah mufakat, ada konsensus yang dibangun 

oleh organisasi bersama dengan anggota, bahwa yang banyak dikurangi dan diberikan 

kepada yang kurang dalam konteks luas lahan yang dimiliki oleh petani sebagai upaya 

dari adanya ketimpangan kepemilikan tanah. Dengan pendekatan organisasi, yang 

mana sebelumnya kita lakukan Pendidikan, penguatan organisasi sehingga sifat 

kesadaran dan partisipatif terbentuk, maka tahapan itu bisa kita permudah sebetulnya. 

Disamping itu soal pemetaan, kita bukan hanya melakukan pemetaan excisting ya, 

menggambar, melakukan pemasangan batas-batas, pengambilan titik-titik, tapi kan ada 

satu proses penatagunaan tadi. Barulah ketika proses pemetaan yang dilakukan secara 

partisipatif itu sudah selesai, hasil petanya kita serahkan kepada BPN untuk dilakukan 

proses pengadministrasian dan lainnya, nah itu tahapan-tahapannya yang prosesnya 

cukup Panjang.  

7. Pertanyaan: 

Bagaimana alur proses Penentuan Penerima Manfaat Tanah? Apakah ada aspek politis 

di dalam prosesnya? 

Jawaban: 

Cara menentukannya begini, sebelumnya masyarakat telah memiliki nama-nama yang 

tergabung dalam Organisasi Rakyat HITAMBARA, dari seluruh anggota pasti ini kan 

sudah menguasai tanah, basis penguasaannya seperti apa? Berdasarkan pengakuan para 

petani kan masih bersifat sporadis saja dan belum ada data yang utuh dan data yang 
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valid. Maka kita lakukan pendataan, karena menurut Goenawan Wiradi (Tokoh 

Agraria) syarat RA bisa terwujud di Indonesia, Pertama ada Organisasi Rakyat yang 

kuat (Serikat Tani dan semacamnya). Kedua, ada data yang kuat dan valid untuk 

memastikan luas lahannya berapa punya dimana. Dan pengujian atas pengakuan petani 

penggarap ini menggunakan peta, pengakuannya tepat atau tidak berdasarkan luas 

geografis wilayah. Ketiga, adanya kemauan politik dari Pemerintah. Hal itu dibuktikan 

dengan adanya dukungan dari BPN Pusat, Kanwil, Kantah Banjarnegara sekalipun 

diabaikan dan tidak didukung oleh Pemerintah Daerah. Intinya untuk proses penentuan 

penerima manfaat tanah kita menggunakan pendekatan keorganisasian yang mana 

mengacu pada konsep KPA yang merupakan antitesa RA pemerintah, yaitu LPRA. 

LPRA menjalankan konsep bahwa pergerakan bersifat bottom-up karena masyarakat 

sendiri yang paham betul terkait subjek penerima, objek tanah, beda dengan konsep 

pemerintah TORA yang seringkali tidak tepat sasaran. 

Untuk menjawab apakah ada hal politisnya, jelas ada ya menurut saya. Yang disebut 

sebagai terwujudnya keadilan sosial itu kan politik, untuk mewujudkan rasa keadilan 

sosial bagi petani dari terlaksananya konsep RA melalui Redistribusi Tanah dan 

perjuangan-perjuangan politik masyarakat dengan pendekatan Keorganisasian itu jelas 

Politis. Tapi kami punya cara menghitung berapa luasan wilayah yang didapatkan oleh 

penerima manfaat tanah, kami ukur dari seberapa aktif mereka dalam keorganisasian, 

tentu dengan kerja-kerja organisasi hingga mendapatkan hasil tanah Redis itu 

merupakan bentuk hasil dari perjuangan politik dengan aktif berorganisasi. Yang mana 

HITAMBARA sejak awal berjuang, mendapat benturan kepentingan antar anggota, 

tokoh masyarakat, Pihak Perusahaan Perkebunan dan Pemerintah Daerah. Perjuangan 

politik itu kan semua masyarakat terlibat, ada beberapa orang yang tidak mau terlibat. 

Kami biasanya melakukan proses penilaian secara objektif, orang yang aktif dalam 

perjuangan politik dan berdasarkan konsensus bersama mereka berhak mendapatkan 

lahan yang lebih luas tetapi dengan batas-batas tertentu yang harus sesuai ketentuan, 

tetapi itu bagian dari apresiasi bagi petani-petani yang mau berjuang. Dan bagi petani 

yang tidak ikut berjuang ya tetap mendapatkan haknya, tetapi ya luasan wilayahnya 

tidak begitu luas. (SAMPAI 40.52) 

8. Pertanyaan: 

Apakah Redistribusi Tanah merupakan solusi dari permasalahan agraria? Dan apakah 

program Redistribusi Tanah rentan terhadap adanya Penumpang Gelap (free rider)? 

Bagaimana cara KPA mencegah hal tersebut?  

Jawaban: 
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Redistribusi Tanah yang berasal dari konsep Landrefom ini bukan hanya sebatas 

penyelesaian permasalahan agraria, lebih dari itu merupakan jalan keselamatan bagi 

para petani, juga jalan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi petani. Ketika 

Redistribusi Tanah ini dijalankan, petani memiliki kedaulatan atas tanah. Bisa 

dibuktikan kondisi saat ini, kenapa petani di Indonesia banyak yang belum sejahtera? 

Ya karena kepemilikan tanahnya hanya sekian meter saja, sementara kebutuhan 

hidupnya banyak. Kedua, mereka punya tanah tapi di klaim masuk ke Kawasan Hutan 

atau Kawasan Perusahaan Korporasi sehingga tidak punya Daulat atas tanah, mau 

nanem ini itu gaboleh, belum lagi mereka yang konflik dengan PERHUTANI, mereka 

gabisa nanem apapun dan mereka harus nanem komoditas sesuai keputusan 

PERHUTANI/PTPN misalnya. Juga dari segi produksi dan ditribusi hasil, mereka 

hanya dilibatkan melalui proses Kerjasama, artinya bagi hasil.    

9. Pertanyaan:  

Apakah terdapat kepentingan Bupati Banjarnegara terkait dengan pemanfaatan lahan 

Redistribusi untuk Agrowisata? 

Jawaban: 

Ya memang ada isu sejak awal ketika proses persiapan Redis ya, bahwa Pemerintah 

meminta dialokasikan sekian hektar tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah, 

prinsipnya bagi KPA untuk kepentingan negara, itu boleh dan sepanjang permintaannya 

masih wajar ya, dari ketersediaan lahan yang ada dan penerima yang ada. Kebutuhan 

itu misalnya diperuntukkan sebagai Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial itu wajar-wajar 

saja. Belum lagi kalau permintaan itu hanya kamuflase saja, bukan untuk permintaan 

Pemerintah secara kelembagaan tapi secara perseorangan/individual itu tidak boleh. 

Untuk kasus Punggelan saya tidak tahu, apakah memang itu untuk kepentingan secara 

kelembagaan atau untuk kepentingan pribadi Bupatinya, karena KPA pernah 

menelusuri apakah pemanfaatan lahan untuk agrowisata dari Bupati ini lewat bukti 

fisik baik dalam bentuk dokumen atau surat menyurat terkait perencanaan program dari 

Pemerintah Daerah terkait dengan agrowisata ini tidak ditemukan ya, entah hanya 

bersifat wacana saja atau memang sebatas ide gagasan dari Bupati tapi saya pikir jelas 

ya apa yang dilakukan Bupati dari awal untuk memperjuangkan kepentingannya. 

10. Pertanyaan:  

Apa Kendala/Masalah yang ditemukan KPA dalam melakukan Redistribusi Tanah 

Tanah bekas lahan HGU PT Pakisadji Banjumas di Kecamatan Punggelan? 

Jawaban: 
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Secara keseluruhan tidak ada yang berarti ya, pelajaran yang didapatkan itulah 

pentingnya membangun Serikat Tani, supaya masyarakat itu terbangun dulu 

kesadarannya untuk berjuang bersama-sama. Kemudian penatagunaan tanah dapat 

dilakukan dengan prinsip keorganisasian untuk meminimalisir perdebatan, semuanya 

dilakukan berdasarkan musyawarah dan hasil yang didapatkan atas dasar konsensus 

bersama. Selama mengadvokasi permasalahan agraria, di Banjarnegara sendiri oknum-

oknum dari luar tidak terlalu kuat dan kepentingan-kepentingan yang masuk juga dan 

masih bisa diselesaikan dengan mekanisme organisasi. Di lain hal pengadvokasian 

terhadap petani untuk memahami betul Reforma Agraria itu juga salah satu tantangan 

tersendiri ya. 
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